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ABSTRAK 
Efektivitas perundang-undangan merupakan cara membandingkan dengan suatu 
cita-cita hukum. Studi dampak, membandingkan realita dengan cita-cita hukum 
yang memiliki pengertian operasional secara jelas dan khusus. Alat ukurnya 
adalah undang-undang yang masih berlaku yang memiliki maksud yang jelas  atau 
suatu aturan peraturan hukum yang merupakan suatu kebijakan tertentu. Sehingga 
berbicara efektif tidaknya suatu aturan hukum dilihat dari seberapa besarnya 
masyarakat mentaati aturan hukum tersebut dan tergantung dari kepentingannya, 
jika masyarakat taat hukum karena kepentingan taat karena sanksi, taat karena 
menjaga hubungan baik, maka derajat ketaatnya sangat rendah dan dapat 
disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tidak efektif dimasyarakat tersebut. Tetapi 
apabila ketataan masyarakat karena taat karena nilai intrinsik yang dianut maka 
dapat diartikan bahwa masyarakat tersebut sudah taat hukum dan aturan hukum 
tersebut sangat efektif. 
 
Kata kunci: efektivitas, efektivitas hukum, Undang-Undang Narkotika 
 
ABSTRACT 
Effectiveness constitutions is a means of comparing with an aspiration law. 
Impact studies, comparing reality with the ideals of the law, whichhas operational 
understanding clearly and specifically. The meansuring instrument is the law 
valid intentions clear legal regulation or a rule that a certain policy. So to speak 
effectively whether or not a rule of law is seen from how mucc people obey these 
laws and depending on its importance. If people obey the law because of the 
interest- abiding because of the sanctions, to be obedient because maintaining 
good relations, the degree obedience very low and it can be concluded that a legal 
rule does not effective community that. Because if society as abiding as the 
intrinsic value adopted, it means that a community is a already obeyed the law 
and these laws are very effective. 
 
Keyword: effectiveness, effectivenee of law, Narcotics of Act 
 
1. PENDAHULUAN 
Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan 
kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi 
yang tinggi dan mengunakan teknologi yang canggih pula, aparat diharapkan 
dapat menanggulangi hal tersebut guna meningkatkan moralitas dan sumber daya 
manusia di Indonesia khususnya generasi penerus bangsa. Di antara aparat 
penegak hukum yang memiliki peranan penting terhadap penanganan kasus tindak 
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pidana narkotika, dan dalam hal ini dari pihak pengadilan, diharap para aparat 
penegak hukum tersebut mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus 
pelanggaran tindak pidana narkotika. 
Sementara itu, dalam hal untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, 
diperlukan suatu syitem hukum yang baik. Mengikuti pendapat Lawrence W. 
Friedman yang memberikan konsep sistem hukum dalam arti luas, meliputi tiga 
elemen sistem hukum, yaitu elemen subtansi (substance), struktur (structure), dan 
budaya hukum (legal impact) dan sistem hukum tidak hanya “rules” dan 
“regulations”, tapi juga struktur, institusi, dan proses yang hidup di dalam sistem.1 
Menurut Meyers dalam bukunya “De Algemene Begrippen Van Haet 
Burgerlijk Recht” menyatakan bahwa “Hukum ialah semua aturan yang 
mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia 
dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara 
dalam melakukan tugasnya”.2 
Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa di dalam masyarakat, 
sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap tertata dan terpelihara dengan 
sebaik-baiknya. Oleh karena itu hokum meliputi berbagai peraturan yang 
menentukan dan mengatur hubungan atar individu yang termuat dalam hukum 
pidana. Hukum Kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan 
yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang utuk dilakukan) yang disertai demgan 
sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran aturan Pidana tersebut serta, tata cara 
yang harus dilalui bagi pihak yang berkopeten dalam penegakannya.
3
 
Dikeluarkanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pengganti 
Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang di dalamnya juga 
diatur mengenai sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan 
dikeluakannya undang-undang tersebut, maka peran jaksa dan hakim diharapkan 
                                                 
1
  W. Friedman Lawrence dalam Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Jakarta: PT Citra Adtya 
Bakti, hal. 27. 
2
  C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 
hal 29-30 
3
  Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di 
Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 39-40. 
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mampu dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh seseorang maupun 
lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. 
Setelah memaparkan uraian di atas, maka penulis menarik beberapa 
permasalahan yang perlu dikemukakan, yakni (1) Bagaimanakah profil tindak 
pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak 
Pidana Narkotika di Wilayah Kota Surakarta?, (2) Bagaimanakah efektivitas 
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika di Kota 
Surakarta? 
Tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis sehubungan dengan 
permasalahan tersebut di atas adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 
profil Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika dan 
untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas peraturan hukum yang terkait 
yang terkait dengan masalah Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 
tentang Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Surakarta. 
Selain tujuan penelitian seperti yang tersebut di atas, penelitian ini 
diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut : manfaat teoritis, penelitian ini 
diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek di lapangan, 
sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum 
pidana yang lebih mendalam. Khususnya mengenai penegakan hukum pidana 
terhadap tindak pidana narkotika. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan 
mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai efektivitas hukum 
pidana terhadap tindak pidana narkotika, khususnya di wilayah Kota Surakarta. 
 
2. METODE 
Metode penelitian menggunakan studi empiris normatif dengan jenis yang 
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti.
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Sumber data terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode 
pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Setelah data 
terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. 
                                                 
4
  Soerjono Soekanto, 1984,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 13. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Profil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 di Wilayah Kota Surakarta 
Lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
merupakan terobosan stategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit 
negeri ini. Di dalamnya tersurat tegas serangkaian pasal penjatuhan hukuman 
pidana yang jauh lebih keras melahirkan dampak jera bagi pengedar dan bandar 
narkotika. Tentu saja sejalan pemahaman prinsip hukuman yang seberat-beratnya 
bagi penjahat narkotika sebagai wujud extraordinary punishment yang telah 
dibangun di berbagai negeri berkembang.  
Berdasarkan hal tersebut itu tindak pidana narkotika memproleh perhatian 
khusus dari pemerintah terbukti bahwa adanya indikasi dimasukannya pidana 
narkotika dalam ordinary crime, dikarenakan dampaknya yang bersifat 
multidimensi Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang 
berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan 
politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif ynag ditimbulkan oleh kejahatan 
ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi 
model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi 
ke saentero bumi ini sebagai transnational crime.  
Secara substansial, Undang-Undang Narkotika yang baru tidak mengalami 
perubahan yang signifikan, namun penekanan pada ketentuan kewajiban 
rehabilitasi, penggunaan pidana yang jauh lebih keras, dan kewenangan BNN 
yang meningkat.  
Pertama, pengobatan dan rehabiltasi. Pasien dapat memiliki, menyimpan, 
dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang 
diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah. Melalui Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, para pecandu dan 
korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas 
kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi 
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kewajiban bagi para pecandu. Selanjutnya pecandu narkotika untuk melaporkan 
diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban tersebut juga menjadi 
tanggung jawab orang tua dan keluarga.  
Kedua, kewenangan BNN di bidang penyelidikan dan penyidikan. Porsi 
besar bagi BNN, adalah mencegah, memberantas penyalahgunaan, dan peredaran 
nakotika serta prekursor narkotika. BNN juga dapat mempergunakan masyarakat 
dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk 
melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara 
memberdayakan anggota masyarakat. Dalam konteks pemberantasan narkotika, 
BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan 
narkotika, dan prekusor narkotika. Kewenangan tersebut menuntut implementasi 
secara sinergis dengan pihak kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan 
menangani tindak pidana narkotika, yang berkarakteristik extraordinary crime 
tersebut.  
Ketiga, putusan rehabiltasi bagi para pecandu Narkotika diarahkan untuk 
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabiltasi. Hakim juga 
diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bermasalah melakukan tidak 
pidana narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabiltasi. Hal ini 
sangat relevan dengan isu HAM yang humanis.  
Keempat, peran serta masyarakat. Selain memberikan kewenangan yang 
besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 tahun 
2009 tentang Tindak Pidana Narkotika juga mewajibkan masyarakat untuk 
berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat 
dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan 
informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut.  
Kelima, ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang yang baru tersebut 
dicantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam 
Undang-Undang tersebut. Pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan 
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pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, jauh lebih keras dibanding 
Undang-Undang Narkotika yang lama. Penggunaan pidana masih dianggap 
sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan 
narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu keweangan yang 
besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk 
melakukan penyadaran kepda masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, 
serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika. Dalam konteks ini extraordinary 
punisment dimaknai sebagai penjatuhan hukuman yang sangat serius dan sangat 
berat dengan mempertimbangkan berbagai aspek lain dengan tujuan menimbulkan 
efek jera setinggi mungkin bagi siapa saja yang melakukan kejahatan narkotika.  
Sementara itu, keadaan tindak pidana narkotika di Kota Surakarta 
berdasarkan penelitian diketahui adanya suatu bentuk maupun pola tingkat 
pelanggaran tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun yang semakin meningkat 
dari awal diundangkanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Data dari tahun 
2009 hingga 2011 dapat dilihat serta disimpulkan bahwa adanya peningkatan 
sebanya hampir 80% dari tahun ke tahun. Data yang dikeluarkan oleh pihak 
Kepolisian Resort Kota Surakarta oleh Kapolresta Surakarta Kombes Pol 
Asdjimain melalui Wakil Kepala Satuan Narkoba Polresta Surakarta Ajun 
Komisaris Edison Panjaitan mengatakan bahwa Kampung Semanggi, Kecamatan 
Pasar Kliwon Solo dipilih sebagai Kampung Anti Narkoba karena kecenderungan 
kasus Narkoba di kampung itu dari tahun ke tahun meningkat. Berbanding lurus 
dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang UU Narkotika tersebut 
menunjukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat berpengaruh pada 







                                                 
5
Sinatra Henry Dunant Sinuraya, Hakim Pengadilan  Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, 
Surakarta, tanggal 25 Juni 2012 pukul 10. 00 WIB.  
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3.2. Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana 
Narkotika terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 
Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari 
waktu kewaktu. Hampir semua elemen yang terdapat didalam masyarakat dengan 
tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika, 
seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak 
sedikit para oknum pejabat. 
Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang 
disepakati (concensual crimes). Semua pihak terlibat dalam tindak pidana 
narkotika dan psikotropika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. 
Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-
sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban 
akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia 
yang semula dijadikan tempat transit narkotika dan psikotropika telah berkembang 
menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Jumlah penduduk yang terus 
meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial  
Selanjutnya, di tahun 1976, dibuatlah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 
tentang Narkotika yang melarang tentang pembuatan, penyimpanan, pengedaran 
dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan karena sangat 
bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika. Sebab kejahatan narkotika 
merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan 
merupakan bahaya besar bagi sendi kehidupan manusia dan kehidupan negara di 
bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional 
bangsa Indonesia. 
Selain narkotika bisa untuk disalahgunakan untuk kejahatan, penggunaan 
narkotika bisa juga digunakan untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu 
pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat 
ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan 
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narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang pengaturannya 
terdapat di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 
Selanjutnya di tahun 1997, dibuatlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang 
Narkotika yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman setelah tahun 1997. 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga bertujuan untuk 
menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu 
pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap 
narkotika yang selalu menjurus kepada terjadinya penyalahgunaan. 
Peraturan perUndang-Undangan yang mendukung upaya pemberantasan 
tindak pidana narkotika sangat diperlukan dengan adanya Undang-Undang No. 22 
Tahun 1997 tentang Narkotika. Apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah 
satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, 
menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan 
secara terorganisir (organized crime) dan sudah bersifat transnasional 
(transnational crime). 
Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu 
problema yang sangat komplek. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan 
dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan semuanya sangat 
tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, 
keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah. Penyalahgunaan narkotika tidak 
dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan Undang-Undang yang 
mengatur sanksi secara tegas dan juga harus didukung oleh berbagai pihak untuk 
mendukung pelaksaan Undang-Undang Narkotika tersebut. 
Kemudian seiring perkembangan jaman di tahun 2009, maka dibuatlah 
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa 
tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan 
menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh 
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jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama 
di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan 




Undang-Undang Narkotika yang disahkan pada tanggal 14 September 2009 
merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 
Pemerintah menilai undang undang ini sudah tidakdapat mencegah tindak pidana 
yang semakin berkembang seiring berkembangnya jaman serta teknologi baik 
yang bersifat kiuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang 
semakin terorganisir, namun secara substansial, Undang-Undang Narkotika tidak 
mengalami perubahan yang signifikan dibanding undang-undang terdahulu, 
kecuali penekanan pada ketantuan kewajiban rahailitasi, penggunaan pidana yang 
berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional yang sangat besar. 
Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan 
golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya 
terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat 
kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuaan. 
Hal ini sangat menyulitkan pengguna narkotika yang sedang melakukan 
pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. 
Pembatasan ini memungkinkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan 
narkotika secara ilegal. 
Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang 
digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan 
bukti yang sah. Melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak 
Pidana Narkotika, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi 
                                                 
6
  Dalam Handoyo Setiyono, Sejarah Hukum UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Diambil 
dari internet cahwaras.wordpress.com/sejarah-hukum-uu-no-22-tahun-1997 pada hari Rabu 
tanggal 25 April 2015 pukul 15.14 WIB 
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diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu. 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika juga 
mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat 
kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan 
keluarga. Rehabiltasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri . 
Pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan 
terhadap pecandu dapat dikategorikan sebagai tempat pihak yang melakukan 
rehabiltasi medis dan sosial. 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika 
memberikan porsi besar bagi Badan Narkotika Nasional.  Salah satu kewenangan 
Badan Narkotika Nasional adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan 
dan peredaran nakotika dan prusukor narkotika. Selain itu Badan Narkotika 
Nasional dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan 
dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap 
penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. 
Selanjutnya, dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, Badan 
Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika 
beserta dengan kewenangan yang dimilki penyelidik dan penyidik seperti 
penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam ditambah 
penyadapan. 
Pemberiaan kewenagan yang besar terhadap Badan Narkotika Nasional, 
khususnya menjadikan Badan Narkotika Nasional sebagai penyidik menimbulkan 
pertanyaan, apakah karena pihak kepolisiaan dinilai tidak bisa melakukan 
pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik, kemudian kewenangan 
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika 
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Nasional. Porsi kewenangan Badan Narkotika Nasional yang terlalu besar seperti 
dalam penahanan dan penggeledahan yang tidak dimiliki oleh penyidik 
kepolisiaan akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, dan rasa 
persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di Badan Narkotika Nasional dan 
Kepolisian.  
Selain memberikan kewengan yang besar terhadap penegak hukum, 
khususnya Badan Narkotika Nasional, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga 
mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan narkotika. Sebagaimana diatur dalam BAB XIII Pasal 104, 105, 
106, 107, 108 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana 
Narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, 
memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-
hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk 
melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu 
narkotika. Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh 
Badan Narkotika Nasional dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena 
masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan 
pemberantasan narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang. 
Kelemahan mendasar dari Undang-Undang Hukum Pidana yang kita 
miliki saat ini adalah kurang memberikan ruang bagi peredaran narkotika yang 
semakin canggih serta modern. Bagi sebagian masyarakat sangat mendambakan 
adanya penekanan ruang peredaran naroktika yang semakin meluas belakangan 
ini, hal ini secara otomatis juga mendorong kecenderungan bagi masyarakat 
kangan pemuda lebih rentan terkena dampaknya. Melalui sitem peradilan pidana 
yang terditi dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan 
profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan jaminan hukum, pelayanan 
hukum serta perlindungan terhadap masyarakat. Namun pada pelaksanaannya para 
pelaksana/penegak profesi hukum terkadang mendapatkan hambatan dalam 
mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh penuntut keadilan. 
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Sementara itu, dalam penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan 
yang diharapkan oleh pencari keadilan terkadang terbentur dengan adanya 
hambatan yang menyebabkan tertutupnya pintu "keadilan". Hambatan tersebut 
antara lain:
7
 Peraturan yang mengatur penegakan hukum dirasakan kurang 
lengkap walaupun didalam berjalannya waktu, Mahkamah Agung mengeluarkan 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan 
Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan 
Rehabilitasi Sosial. Sekilas saya baca SEMA ini memperkuat Pasal 21 ayat (4) 
KUHAP, Pasal 54 -59 LTU Narkotika, Pasal 13 - 14 PP No 25 Tahun 2011 agar 
Penyalahguna Narkotika yang berhadapan dengan Hukum ditempatkan dalam 
tempat rehabilitasi medis dan sosial dalam masa proses peradilan, dengan 
ditambahkan aturan ini, peluang agar penyalahgunaan narkotika yang sedang 
menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Berkenaan 
dengan adanya rehabilitasi maka lebih sedikit memberikan kejelasan Hakim 
dalam upaya memberikan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika 
yang memang benar-benar mengalami kecanduan narkotika. 
Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung bukan berarti permasalaan pada 
saat memutus vonis juga manjadi mudah dikarenakan di dalam Undang-Undang 
narkotika masih banyak terdapat kesulitan terutama pada penjelasannya. Tentang 
pemidanaan bila di Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana 
Narkotika tidak dibedakan sedangkan pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 
mengenai "Si Pemakai" terutama pada Pasal 127 untuk Golongan I dipidana 
dengan lama 4 tahun, Golongan II dipidana paling lama 2 tahun serta Golongan 
III dengan I tahun. Pada pasal 111, 114 berkenaan denagn menanam dan 
sebagainya dimasukan kedalam Golongan I dipidana paling singkat 4 tahun serta 
denda 800.000.000 rupiah. Maka didalam pasal tersebut hakim sulit 
menterjemahkan pasal tersebut karena banyak terdapat macam subjek yang 
                                                 
7
 Sinatra Henry Dunant Sinuraya, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi,  
tanggal 25 Juni 2012 pukul 10.00 WIB. 
 13 
bilamana ditinjau dari ringan beratnya hukuman sangatlah berbeda. Dan condong 
untuk melalaui banyak keputusan vonis yang koontroversial.
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Aparat penegak hukum lainya seperti pihak kepolisian serta pihak BNN 
yang mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya memberantas narkotika 
hingga tingkat pengguna hingga tingkat penyedia narkotika. Peran tersebut paling 
tidak diharapkan dapat memutus rantai peredaran narkotika di Wilayah Kota 
Surakarta. Pada dasarnya upaya yang menghambat penegakan tindak pidana 
narkotika haruslah ditekan demi terciptannya keefektivitasanya Undang-Undang 
Narkotika No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika dalam system 
peradilan pidana sejak dari proses Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. 
Karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas terhadap tuntutan peradilan yang 
cukup efektif. Tentunya perlu adanya sikap yang penuh perjuangan dalam 
memberantas narkotika dengan menggunakan pengetahuan, tetapi juga harus 




Pertama, masyarakat pada awalnya kurang mengetahui adanya Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika sehingga mereka 
tidak sadar bahwa tindakan yang terkadang mereka lihat di lingkungannya kurang 
mendapat perhatian maupun respon bahwa tindakan tersebut melanggar hukum 
yang berlaku di Negara Indonesia. 
Kedua, sosialisasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak 
Pidana Narkotika menjadi faktor utama yang dapat dilihat dalam hal 
efektivitasnya dari undang-undang tersebut, karena bagaimana penegakan hukum 
akan penanggulangan apabila di dalam perjalanannya masyarakat tidak 
mengetahui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana 
Narkotika. 




Ketiga, kelemahan mendasar dari Undang-Undang Hukum Pidana yang 
kita miliki saat ini adalah memberikan ruang bagi peredaran narkotika yang 
semakin canggih serta modern. Melalui sistem peradilan pidana yang terditi dari 
Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan profesi hukum 
yang mempunyai tugas memberikan jaminan hukum, pelayanan hukum serta 
perlindungan terhadap masyarakat.  
4.2. Saran 
Pertama, bagi pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi tentang 
Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika kepada 
masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bahaya narkotika bagi 
pribadi, keluarga dan lingkungan.  
Kedua, bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan 
penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya  narkotika, 
sehingga masyarakat mengetahui dampak atau akibat yang ditimbulkan dari 
narkotika. 
Ketiga, bagi masyarakat seharusnya sadar akan peraturan yang telah 
diundangkan pemerintah, sehingga penyalahgunaan narkotika di lingkungan 
masyarakat dapat dihindari. 
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